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Absttak Realitas negata ba;ngst Qtation+tatQ di dunia semakin

saliflg telgantung daa berinteraksi. Umat Islam sedunia dapat
menggunakan legitimasi hak kolektif untuk menentukan nasib

sendiri dengan identitas Islam, termasuk menerapkan hukum
Islam, asal tidak melanggar legitimasi hak perotangao dan

kolektif pihak lain, baik fi d2brn maupun di luar komunitas
Jslarn. Narnun demikian, ada konflik notmatif antara pdnsip-
prinsip dan aturan-aturan tertentu dalam syari'ah, di satu sisi,

dan standar intemasional yarrg betkaitan dengannya di pihak lain.

Apabila prinsip-prin+ .1"n aturao-aturan syari'ah itu diterapLa.'

maka standar-standar HAM yang betkaitan dengannya akan

tetlanggar. Untuk mengatasi hal tersebu! An-Naim mengadopsr

metode naskh yrng dikemukakan |lehmegd Muhammed Taha.

Premis dasar Mahmoud Muhammed Taha adalah suatu peng-
ujian secara tetbuka tethadap isi al-Quran dan sunnah yang

menghasilkan dua t"hap risalah Islam, yaitu periode Maklah dan

periode Madinah. Menuut Mahmoud, pesao Makkah merupa-
kan pesan yang abadi dan fundamental yang menekankan

martabat yang inheten pada seluruh umat manusi2 taflpa
membedakan ienis kelamin, keyakinan keagamaan dan lain-lain.
Pesan Makkah dit^.'dai deogan persam,urn aotara laki-laki dan
perempuafl serta kebabasan penuh untuk memilih dalam

beragama tanpa 2.ncaman apapun.

Kata Kunci: syariah, hak asasi manusia, uskb, peszt Makkah,
pesan Madinah.
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PENDAHULUAN

Diakur bahwa Muslim secata kuantitatif menempati posisi mayodtas

dengan asumsi bahwa umat Islam mencapai paling tidak 70 persen dari
keseluruhan jumlah penduduk di 35 negara. Mayoritas sosiologis atas

keagamaan memang tidak seialu mayoritas dalam atti politil tapi ada

kecendetungan mutakhir umat Isl2m untuk menegaskan diri daiam ari
politik.

Fenomena ini terkatt dengan apa yang disebut-sebut sebagai ke-

bangkitan Islam yaag berasal dari keprihatinan pada kondisi umat yaflg
lemah &n terpecah-pecah. Upaya-upaya untuk bangkit dilakukan dengan

mencari )awaban yang memadai, dari tradisi Islam, terhadap problem
sosial, ekonomi, dan politrk yang dihadapi umat. Tuiuan kebangkitan ini
kemudian dilanjutlan dengan menuntut hak untuk menentuken nasib

sendiri yang beruiung pada penegasan identitas Islam dan penetapan
hukum syari'ah secata lebih intens.l

Akan tetapi, realitas negan bzngsa (nation-state) ds, duttzymgsema,ktrr
saling tergantung dan betintetaksi tidak bisa dilupakan begitu sa)a. Ketila
muncul tuntutan akan hak meflentukan nasib sendiri, baik secara per-
orangan maupun kolektif, maka hal itu dibatasi oleh hak menentukan
nasib sendiri, perorangan dan kolektif pihak lain. Dengan kata lain, umat
Islam sedunia dapat menggunakan legitimasi hak kolektif untuk menentu-

kan nasib sendid dengan identitas Islam, tetmasuk menerapkan hukum
Islam, asal tidak melanggar legitimasi hak perotangan dan kolektif pihak
lain, baik di dalam maupun di luar komunitas Islam. Ptemis inilah yang

mendasari usaha-usaha Abdullahi Ahmad An-Naim'? dalam menyeim-

I Abdullahi Ahmed An-Naim, "Istam Politik dalam Kancah Politik Nasional dan
Relasi Intemasional', dalam Peter L. Betget (ed.), I(tbaagkitar Agana Meae*aag Pobtik

Duia, ditetlemabkan oteh Hasibul Khoir, cet 1 ffogyakata: Ar-Ruzz, 2003), 181.

'? 
An-Naim lahir tahun 1946 di Sudao. la adalah seorang pemikit Islam yang

mempetiuangkan tegaknya hukum dalr IIAM. la memulai pendidikan fomrd di Fakultas

Hukum Universitas Khortum tahun 1970 Sudan meraih gelar L.LB ( Ionoris), LLM dan

diploma kriminologi di Universitas Cambridge tahun 1973. selain itu ia juga pemah

menjadi visiting profesor Hukum di departemen Hulum pada Uoivetsitas Califomia

0985-1984 dao Universitas Saskatchenwan di Sasketoon (1988-1989) serta vrsiung

Proesor di Uppsata (1991-1992). Peogalaman karir akadernik An-Naim yang pemah

drpegalg di arrtaranya adalah Drektut Pelaksana hak asasi manusia di Aftika (1993-1990),

Dircktur Pusat Kebijakan dan Hukum Intemasional di New England School oflaw daa
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bangkan hak-hak Muslim dan non-Muslim dalam menentukan nasib

sendiri. Upaya tetsebut dilakukan an-Naim melalui karya fenomenalnya

Toward an lslanic ReJomation, Civil Libenies, Htnan Nght, and Inlenrational

I-.aui Dalam buku ini, an-Naim menekankan pada koosekuensi-kon-

sekuensi penerapan sy,d4h terhadap konstitusionalisme, hukum pidana,

hukutn intemasional dan hak asasi manusia. Dan pembahasan dalam

makalah rni difokuskan pada konflik antata syari'ah dan standat-standat

ufliversal tentang hak asasi manusia serta upaya rekonstliasi dan hubung-

an positif antara keduanya yang ditawarkan an-Naim sebagai ialan keluar.

PRINSIP RESIPROSITAS SEBAGAI DASAR UNTYERSAL }IAM

Ada premis yang sama dalam dokumen-dokumen hak asasl rnanu$a

(dokumen-dokumen FIAM PBB tahun 1 948 dan 1 966, dokumen-dokumen

regional Eropa tahun 1950, Amerika tahun 1969, oan Aftika tahun 1981)

yaitu adanya standat universel hak asasi manusia yang harus ditaati di
selutuh dunia atau oegata-negara regional d,lam hubungannya dengan

dokumen-dokumen regional.a Adanya ptemis seperti ini menegaskan

suatu pdnsip yang menghotmati dan melindungi hak asasi manusia yaitu

prinsip hukum internasional dasat bahwa negar -rreglt^ tidak dapat
menolzk karena kesepakatan mereka.s

Akan tetapi terkait dengan penerapannya terdzpat persoalan yang

cukup setius yaitu adanya kesulitan membangun staodar universal yaog

melintasi batas-batas kultural khususny^ 
^g 

trp,. Hal ini terjadi karena

dalam menjabatkan validitas aiatan &n norma-normanya, masing-masing

tradisi memiliki kerangka zctan (Frame of R{ennce) intemalnya sendiri.6

Dlektut ProyeL riset, me)iputi dua bidaag 1 . Bidaag Kalian Perempuan Afrika, 2. Studi
global tentang teori dan praktek hukurn Istam di Fakultas Hukum Universitas Emory
yang bekerja sama dengan Ford Foundation. Saat ini, Ao-Naim meojadi Guru Besar

Hukum pada Universitas Emory, Georgia, USA yang oeogajar di bidang Hukum
Kriminal HAM dan Hukurn Islam. Alr-Nainr, Dr An-Naiq http://wwwcrirn esofvzrorg

r Versi terjemahannyabetirdti DektxttmAci Slaibb: Vacana kbebatat S;p;l, tlZU
dat Hthogat la*natioul dalaa klarz, ditetlemzbkn oleh Ahmad Suaedy dan Aminddin
Ama.oripet 2 flogyakarta: LKiS, 1991.

4lbd,308.

5 lhid,309.
6 lbil
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Meskipun demikian, standar universal HAM tetap memungkinkan
karena adanya suatu prinsip normatif yang dimfuki semua ffadisi kebu-
dayaan besat yan& menurut an-Naim, mampu menopangrrya. Prinsip
tetsebut menyatakan bahwa seseomng harus mempedakukan orang lain
sam2 sepetti ia mengharapkan dipedakukan orang lain. Prinsip resiptosrtas

seperti iri akan dengan mudah diaptesiasi semua umat manusia.T Selain
itu, menurut An-Naim HAM adalah hak yang diberikan karena kemanu-
sizzrnnyz. yang menyangkut hatkat dan kese)ahtetaan yang inheren pada

setiap umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa mau-
pun agama. Tegasnya, menurut An-Naim, ada dua kekuatan utama yang
memotivasi seluruh tingkah laku manusia yaitu kehendak ufltuk hidup
dan kehendak untuk bebas. Penetapan prinsip resiprositas pada dua hal
inilah yang, merrurut An-Naim, menjadi dasar univetsalitas hak asasi

manusia dalam batas minimum. Dengan kata lain, setiap tadisi budaya
yang menginginkan radisi budaya lain mengakui hak hidup dan bebas-

rya,, maka ia harus mengakui hak yang sama bagi yang lain itu.
Kedua hak ini kemudian diakui oleh konvensi dan kesepakatan

intemasional dalam wujud penghapusan perbudakan, penghapusan

penganiayaan dan diskriminasi terhadap minodtas agamz dat larxtgarr
diskriminasi atas jenis kelamin. Hak-hak ini diakui oleh dokumen-do-
kumen hak asasi manusia katena metupakan hak asasi manusia universal
berdasarkan prinsip resiprositas.

Meskipun pdnsip tesiprositas ada pada tiap tradisi budaya, tetapi

ada kecenderungan tradisi kultural, khususnya agama untuk membat2si

penerapan prinsip tesiprositas terhadap keanggotaan tradisi kultural dan

agama lain, bahkan pada kelpmpok tertentu tradisi atau agama itu sendid.

Dan yang dibahas an-Naim dalam hal ini adalah konsepsi pdnsip resi-

ptositas bet&satkan syariah yang tak betlaku bagi petempuan dan non-
Muslim sebagaimana betlaku bagi laki-laki Muslim.

PENERAPAN SYARFAH DAN PELANGGARAN HAM:
KASUSSUDAN

Ada satu penditan yang ingin dibuktikan an-Naim bahwa ada

konflik normatif mtara pdnsip-prinsip dan aturan-atuan tertentu dalam

7lbid.,310
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syari'ah, di satu sisi, dan standar intemasional yang berk2.itzn dengannya

di pihak lain. Apabila prinsip-prinsip dao aturan-aturan syari'ah itu
diterapkan maka standar-standat HAM yang betkaitan dengannya akan

tetlanggat Dalam mendemonsftasilan tesisnya ini, afl-Naim betangkat

dari pelanggaran HAM yang te4adi di negednya, Sudan.

An-Naim melihat a& tiga kaitan instrinsik antata aplikasi syari'ah

dan pelanggatan HAM di Stdzr,. Pertama, a,dt kzttar, yang luas antara

budaya lokal dan HAM, kedua, ada ketetkaitan legal yang ada sebelum-

nya di wilayah personal bagi kaum Mrslsrn, ketiga, adz dampak dan upaya-

upaya implementasi syari'ah yang lebih menyeluruh.s

Ketetkaitan budaya lokal dan HAM dalam arti bahwa standat-

standat FIAM untuk bisa diterima dan diimplementasikan membutuhlan
legitimasi budaya lokal. Rakyat lebih punya keinginan mengikuti standat

HAM tersebut apabila mereka menedma norma dan mlai yang mendasan

standat tersebut sebagai notma dan nilai yang sah dan valid dari sudut

pandang kebudayaan mereka sendiri. Dengan kata lain, semakin kuat
legrtimasr standar FIAM, maka akan semakin diikuti secam suka tela oleh

rakyat pada umumnya dan semakin balk pula implementasinya oleh otgan
tesmi negan. Sebaliknya semakin lemah legitimasi standar HAM tersebut

dalam pandangan mereka rna,ka, akarr semakin senng dilanggar oleh
penduduk dan semakin mustahil dibedakukan oleh negara.e

Dalam kasus Sudan, syari'ah metupakan bagian dari kebudayaan

umat Islam Sudan. Standar-standar HAM infernasional akan mungkin
diterima dan diimplementasikan oleh masyatakat Sudan seandainya

mendapat legitimasi dad syari'ah. Tetapi katena syadah tidak mempet-
lakukan perempuan dan non-Muslim setara dengan laki-laki Muslim
maka hak-hak kedua kelompok ini ekan dirugikan sebagai dampak
prinsip dan norma syari'ah.

Dimensi kedua ketetkartan inrinsik antara syari'ah &n pelanggar-

an HAM di Sudan adalah aplikasi syari'ah daLm hukum personal y2ng

telah dibetlakulan lama sebelum pemberlakuan syari'ah yang lebih luas.

Karena dalam hukum petsonal tersebut, syari'ah tidak menjamrn

3 An-Naim, "Syari'ah dan HAlvl Belajar dari Sudao", dalam Tore Indholm d.. Kad
Yogt, Deb.rwtreki Slai'ah (II), Kritik Konre?, Pmjelajaban, diterjemablan oleh Farid
!(ajidi, ffogyakarta: LKiS, 1996), 161.

, Ibid.,162-163.
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kesetataan bagi kaum petempuan dalam aturan perkavrinan, perceraian

dan kewarisan, maka prinsip non-diskriminasi yang fundamental bagi

semua standar FIAM secara otomatis tedanggallo
Aplikasi syari'ah pada petkembangan berikutnya semakin dipeduas

di Sudan ylng l:.:g mempeduas level keterkaitafl legal ar.tara sym'ah
dan pelanggaran llAM. Mengenai dampak semakin meluasnya pelangg2r-

an HAM karena peduasan aplikasl rr^;'"5, an-Naim menielaskan:

Aplikasi syari'ah yang dipeduas ti&k hanya mempeduas pelanggat-

an hak kaum perempuan ke wilayah selain hukum personal tetapi,uga
melanggar hak kaum non-Muslim yang metupakan sepertiga iurnlah pen-

duduk Sudan. Ini karena syan'ah mendrskriminasikan baik perempuan

rn.aupun non-Muslim dalam hal hak atas pekerjaan, kesetaraan di depan

hukum, dan setetusflya.

Sebagai contoh, hak-hak petempuan akan pekeqaan &n pamsipasi

dalam kehidupao publik, kebebasan ruang getak dan kebebasan ber-

organisasi, sangat dibatasi melalui kombinasi prinsip syad'ah mengenai

qawama (petlitdtngan laki-laki atas petempuan), hiiab dan pemisahan

antata lakr-lakr dan perempuan. Perempuan juga didiskriminasikan dalam

admrnistrasi pengadilan sebagai cofltoh kesaksian yudisial petempuan

direndahl<an menjadi sepatuh dari nilai kesaksian laki-laki (dua petempu-

an dipedakukan sebagai satu saksi) &lem kasus perdata, dan tidak ditetima

sama sekali dalam kasus pidana serius. Dalam pembunuhan yang melawan

hukum, kompensasi dalam bentuk harta yang d.rbayarkan kepada pewaris

yang korbennya perempuan lebih kegil dr;Fada konpensasi yang dibayat-

kan kepada pewaris yang korbannya laki-laki.

Non-Muslim juga meniadi sasaran pembatasan serupa melalui prak-

tek yang umrunnya dikenal sebagai dTinnah. Dengan sistem ini, para

anggota komunitas non-Muslim yang ditolerir yang hidup di dalam sebuah

negata Islam diiamirr petlindungan atas diri dan hartanya, hak untuk
mengamalkafl tg mlrrya, dan mendapa&afl tingkat otonomi komunal

tertentu sebagai g ni^nn atas ketundukan mereka kepada Pemetintah
Muslim dan pembayaran pajak kepala yang dikenal dengan lizyah. Menurut

srstem dTimnab, non-Muslim tidak dipetbolehkan memegang iabatan
publik yang akan membuat meteka memiliki otoritas atas kaum Muslim

ta Ibid.,164
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dan tidak diperbolehkan bertugas dalam angkatan bersenjata sebuah

negara Islzm. Dalam administrasi peradilzn pidana, kesaksian seorang

saksi non-Muslim tidak diterima dan konpenszsi u^tg y^ag dibayarkan

atas pembunuhan yang melawan hukum atas korban non-Muslim lebih
kecil daripada atas pembunuhan yang kotbannya Muslim.1l

Selain itu, prinsip syari'ah yang memaodang kemurtadan sebagai

dosa besar yang menetapkan bahwa seorang Muslim yang murtad harus

dibunuh iuga melanggat hak-hak firndamental atas kebebasan betagama.

Kasus pelanggaran HAM ini membr.rat an-Naim gelisah dan meng-
ambil kesimpuJzn akan suatu bentuk rekonsiliasi syad'ah deogan standat-

standar universal hak asasi manusia. Rekonsiliasi ini meorrrut an-Naim
hanya dapat tercapai melalui penibahatuan syari'ah secata tadikal.

METODE PEMBAHARUAN AN-NAIM

Untuk memungkinkan suatu pembahatuan syari'ah secara radikal

Ao-Naim mengadopsi metode yang dikemukakan Mahmoud Muhammed
Taha. Ptemis dasar Mahmoud Muhammed Taha (untuk selaniutnya di-
sebut Mahmoud) adalah suatu pengujian secata terbuka terhadap isi al-

Quran dan sunnah yang menghasilkan dua tahap dsalah Islam, yaitu
pedode Makkah dan pedode Madinah. Menurut Mahmoud, pesan Makkah

merupakan pesan yang abadi dan findamental yang menekanlao martzbat
yang inheren pada seluruh umat manusia tanpa membedakan ienis ke-
lamin, keyakinan keagamaan dan lain-lain. Pesan Makkah ditandai dengan

peffamaan antara lakrJaki dan perempuan seta kebabasan penuh untuk
memilih dalam beragama tanpa ancamarl apapun.12

Akan tetapi karena pesan periode Makkah ini ditolak dengan keras,

Mahmoud menyimpulkan masyarakat belum siap melaksanakannya, maka
pesan yang lebih realistik pada masa Madinah diberikan dan dilaksana-
kan. Pesan-pesan Makkah yang belum siap diterapkan dalam konteks
seiatah abad ketuiuh ditunda dan diganti dengan prinsip-prinsip yang
Iebih praktis yang diwahyukan dan diterapkan selama masa Madinah.
Pesan Makkah ini hanya ditangguhkan pelaksanaannya dalam kondisi
yang tePat di masa depan.

tt lb 1,166.
t'1 A;a-N^in, Dtkorrn ki Slariah, 1O3
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t5 lbid_,702-104
11 lbiL,1O8.
\s lb 1,172.

Dengan atgumentasi seperti ini tetkesan bahwa Allah tidak tahu
kesiapan umat. Untuk menepis kesan sepetti ini, Mahmoud menolak
keras ketetbatasan ilmu Allah dengan mengajukan dua alasan pewahyuan
pesan Makkah. Pertama, katenz al-Quran adalah wah),u terakhir dan Nabi
Muhammad adalah nabi terakhir maka al-Quan hatus memuat semua

^llr n y^tg dikehendaki Allah untuk diaiarkan. kdru, demi martabat
dan kebebasan yang dilimpahlan Allah kepada selutuh manusia. Sesuai

dengan martabat dan kebebasan itu, AIah menghendaki umat manusia

belajat melalui pengalaman praktis mereka sendiri dengzn tidak bisa

diterapkannya pesan Makkah yang lebih awal, yang kemudian ditunda,
dan digantikan pesan Madinah yang lebih praktis.l3

Menurut Mahmoud, teks-teks al-Quran Madinah dan Makkah ber-
beda bukan katena waktu dan tempat pewahyuannya, melain}an karena

perbedaan kelompok sasarafl. Kata 'lWahai otang-orang yang beriman"
(yang sering digunakan d^l^m 

^y^t-^y^t 
Madinah) menyapa bangsa

tettentu. Sedangkan '"$V'ahai manusia" (ciri ayat Makkah) berbicara pada

semua otang.la Bila dihubungkan dengan hukum publik syadah selama

ini yang diformulasikan oleh ahli hukum Islam maka formulasi hukum-
hukum tetsebut lebih didasarkan pada pesan Madinah, dengan meng-

gunakan rnetode taskb.

Mengenai naskh p ng tidak ada dua ienis nasakh yaog diterima
oleh ahli hukum Islam, naskb al-Ltkm aa al-tilduah (penghapusan baik
hukum maupun teksnya), dan mskb al-btkn dfrra al-tiliwab (p'erghapwan
hukum tapi tidak teksnya). Jents naskb ya,ng pertama betkenaan dengafl

ayat yang semula dikatakan bagian al-Quan tapi kemudian diralat sendiri
oleh Nabi bahwa ayat tersebut tidak iagi menjadi bagian al-Quran. Jenis
uskh yar,g kedva beratti teks suatu ayat masih dianggap bagian dari al-

Quan tetapi tidak berfungsi secara hukum. Nar,€/ ienis kedua iniJah yang

disepakati oleh sebagian besar ahli hukum Islam. Metode naskh iti dt-

gunakan oleh mereka untuk mendameikan koflEadiksi antara pesan

Makkah dan pesan Madinzh untuk mewuiudkan sistem hukum yang

koheten dan koosisten.l5
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Yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah penghapusan

teks-teks al-Quran yang lebih awal bersifat vital atau konk.lusif atau

apakah masih terbuka untuk dipertimbangkan kembali. Bagi Mahmoud,

flarkb )nl tidaklah permanen karena tidak akan ada gunaoya pewahyuan

teks-teks Makkah tersebut. Ia juga mengatakan membiatkan naskb rner.-

iadi petmanen betarti membiarkan umat Islam menolak b"glclt daf, agafi^
mereka yang tetbaik.l6

Sebagai basis bagi fotmulasi hukum publik modetn, Mahmoud
mengusulkan evolusi basis hukum Islam dari teks ."rsa Madinah ke teks

Makkah yang lebih awal. Dalam artian, prinsip tnterptetasi yang evolusi-

onet itu adalah membalikkan proses naskb sehinggt teks-teks yarlg

dihapus pada masa lalu &pat digunakan &Iam sekarang deogan kon-
sekuensi penghapusan teks yang dulu digunakan sebagai basis syari'ah.

Ketila ulasan ini diterima sebagai basis hukum publik modern maka

keseluruhan ptoduk hukumnya akan sama islaminya dengan syari'ah

yetlg ad^ selama ini.

PENUTUP

Jika dasat hukum Islam modem tidak digeset d"'i teks-teks al-Qutan
dan sunnah masa Madinah sebagai dasat konsttuksi syad'ah, maka
menuut An-Naim, tidak ada ialan untuk menghindad pelanggaran yang
serius terhadap standar universal hak asasi manusia, yang juga berati
kegagalan umat dalam menggunakan hak mereka untuk menentukan
nasib sendiri (self detemination) tanpa melanggat hak-hak pihak lain.

Upaya yang dilakukan An-Naim dengan teori evolusi ini memung-
kinkan adanya tekonsiliasi antara stafldar HAM universal dan syari'ah
dengan membaflgun legitimasi Islam tethadap standat FIAM universal.

\61hd,770


